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Abstrak: Hak paten merupakan salah satu bentuk perlindungan dalam Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI) yang memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk mengeksploitasi invensinya dalam
jangka waktu tertentu. Artikel ini membahas konsep dasar hak paten, prosedur pendaftaran, manfaat,
serta tantangan dalam implementasinya di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun sistem paten telah berkembang di Indonesia, masih terdapat kendala dalam aspek
penegakan hukum, sosialisasi, dan aksesibilitas bagi inovator lokal. Oleh karena itu, diperlukan
kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan hak paten dalam
mendukung inovasi nasional.

Kata Kunci: Hak Paten, Hak Kekayaan Intelektual, Inovasi, Perlindungan Hukum, Indonesia.

Abstract: Patent rights are a form of protection in Intellectual Property Rights (IPR) that gives the
inventor the exclusive right to exploit his invention within a certain period of time. This article discusses
the basic concept of patents, registration procedures, benefits, and challenges in their implementation in
Indonesia. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach based on
relevant literature and regulations. The results show that although the patent system has developed in
Indonesia, there are still obstacles in terms of law enforcement, socialization, and accessibility for local
innovators. Therefore, more effective policies are needed to increase the protection and utilization of
patent rights in supporting national innovation.
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PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ialah satu di antara pilar utama dalam pembangunan
ekonomi berbasis pengetahuan serta inovasi. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin
pesat, HAKI berfungsi sebagai alat perlindungan yang sangat penting bagi para pencipta dan
inovator, yang terus berupaya menghasilkan penemuan-penemuan baru yang memiliki manfaat
untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. HAKI, termasuk hak paten, memberikan
perlindungan hukum terhadap hasil ciptaan yang muncul dari proses inovasi, yang tidak hanya
bermanfaat untuk pemegang hak, tetapi juga untuk masyarakat luas dalam bentuk peningkatan
kualitas hidup dan kemajuan teknologi.

Satu di antara bentuk utama Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak paten, yang
memberikan hak eksklusif kepada penemu atau pemegangnya untuk melindungi dan
memanfaatkan invensinya dalam jangka waktu tertentu, umumnya selama 20 tahun sejak tanggal
pengajuan. Paten ini mencakup perlindungan terhadap produk atau proses yang bersifat baru,
inovatif, serta bisa diaplikasikan dalam industri. Tujuan utama perlindungan paten adalah guna
menunjang kreativitas dan inovasi, memberikan insentif ekonomi bagi para inventor atau
pemegang paten, serta menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan industri berbasis
teknologi.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki peran krusial dalam mendorong ide kebaruan
dalam suatu penemuan serta berpengaruh dalam memberikan pertumbuhan ekonomi. Salah satu
bentuk utama HAKI adalah hak paten, yang memberikan hak eksklusif kepada penemu atau
pemegangnya untuk memanfaatkan invensinya dalam kurun waktu tertentu. Di Indonesia,
perlindungan hak paten diatur melalui berbagai regulasi, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten: Mengatur prosedur pendaftaran, hak
dan kewajiban pemegang paten, serta perlindungan terhadap inovasi.

2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Menjelaskan hak eksklusif
pencipta terhadap karyanya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.

3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Merevisi beberapa ketentuan
dalam UU Paten guna mempercepat proses pendaftaran dan perlindungan paten.

4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Paten: Mengatur lebih lanjut
mekanisme pendaftaran dan pengelolaan hak paten.

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan

Paten: Menyediakan prosedur teknis dalam pendaftaran paten di Indonesia.

Namun, meskipun Indonesia telah memiliki sistem perlindungan paten, masih terdapat
berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, birokrasi yang panjang, serta
lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran paten. Artikel ini membahas konsep dasar hak
paten, proses pendaftarannya, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di
Indonesia, dengan memberikan contoh kasus yang relevan.

Kasus Terkait Hak Paten di Indonesia Salah satu kasus terkenal yang berkaitan dengan hak
paten di Indonesia adalah kasus paten E-KTP oleh Prof. Zainal Abidin. Beliau mengklaim bahwa
sistem teknologi dalam pembuatan e-KTP telah dipatenkan olehnya sebelum pemerintah
Indonesia mengimplementasikan sistem serupa. Sengketa ini menunjukkan masih lemahnya
perlindungan dan penghormatan terhadap hak paten di Indonesia, yang mengakibatkan
kurangnya kepastian hukum bagi para inovator.
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Selain itu, kasus sengketa paten antara PT Kalbe Farma dan Sanofi terkait obat generik
juga menjadi contoh bagaimana penegakan hukum dalam hak paten masih perlu diperkuat. Kasus
ini menyoroti pentingnya transparansi dan perlindungan hukum bagi inovasi di sektor farmasi.

Kasus Terkait Hak Paten Salah satu kasus hak paten terbesar di dunia adalah perseteruan
antara Samsung dan Apple. Kasus ini dimulai ketika Apple menggugat Samsung pada tahun
2011, mengklaim bahwa produk Samsung meniru desain dan teknologi dari iPhone. Apple
menuduh Samsung telah melanggar beberapa paten terkait desain dan fitur antarmuka pengguna.

Setelah serangkaian persidangan yang panjang di berbagai negara, pengadilan akhirnya
memutuskan bahwasanya Samsung diharuskan membayar ganti rugi kepada Apple. Kasus ini
menyoroti pentingnya perlindungan paten dalam industri teknologi dan bagaimana hak paten
dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif

Perlindungan paten sangat penting untuk menciptakan sistem yang dapat mendorong
inovasi berkelanjutan. Dalam banyak kasus, paten memberikan pengakuan atas hasil pemikiran
dan kerja keras penemu, yang pada gilirannya dapat membuka peluang bagi mereka untuk
memperoleh keuntungan ekonomi dari penemuan mereka. Paten juga berfungsi sebagai
instrumen untuk melindungi hasil riset dan pengembangan yang mahal, dan memberi mereka hak
eksklusif untuk memanfaatkan teknologi tersebut tanpa takut akan duplikasi atau pemanfaatan
tanpa izin.

Namun, meskipun Indonesia telah memiliki sistem paten yang diatur dalam Undang-
Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, implementasinya masih menghadapi berbagai
tantangan yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan efektivitas dan akselerasi pendaftaran
paten di Indonesia. Satu di antara tantangan yyang cukup besar ialah minimnya kesadaran
masyarakat serta para pelaku industri mengenai pentingnya hak paten sebagai sarana
perlindungan atas inovasi yang mereka hasilkan. Banyak inovator, terutama di kalangan usaha
kecil dan menengah, yang belum sepenuhnya memahami nilai dan manfaat yang dapat diperoleh
dari pendaftaran paten, sehingga seringkali mereka memilih untuk tidak mendaftarkan penemuan
mereka.

Birokrasi yang panjang dan proses yang terkesan rumit juga menjadi hambatan signifikan
dalam penerapan sistem paten. Proses pendaftaran paten yang memakan waktu lama dan
memerlukan berbagai dokumen teknis sering kali dianggap sebagai halangan bagi para penemu,
terutama di sektor-sektor yang berkembang cepat seperti teknologi informasi dan bioteknologi.
Hal ini dapat menyebabkan penemuan-penemuan penting terlambat atau bahkan terlewatkan.
Lebih jauh lagi, sistem yang kompleks dan birokrasi yang tidak efisien berpotensi menurunkan
daya tarik Indonesia sebagai tempat untuk berinovasi dan berinvestasi dalam penelitian dan
pengembangan.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak paten di Indonesia masih sangat
lemah. Ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan sanksi yang efektif terhadap
pelanggaran paten menyebabkan banyak pihak merasa tidak terdorong untuk mendaftarkan
penemuan mereka, karena mereka merasa hak-hak mereka tidak akan dilindungi dengan baik.
Penegakan hukum vyang lemah ini tidak hanya merugikan pemegang paten, tetapi juga
menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang telah berinvestasi besar dalam mengembangkan
teknologi baru. Penegakan hukum yang lebih kuat diperlukan untuk meningkatkan rasa aman dan
kepercayaan diri bagi para inovator dan perusahaan.

Biaya pendaftaran yang relatif tinggi juga menjadi kendala besar, terutama bagi individu
atau perusahaan kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan anggaran. Meskipun ada
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beberapa program insentif yang ditawarkan oleh pemerintah, biaya yang dikeluarkan untuk
pendaftaran dan pemeliharaan paten, serta biaya konsultasi dan pengacara, sering kali menjadi
hambatan. Tanpa dukungan yang memadai, banyak inovator memilih untuk tidak mendaftarkan
paten mereka karena takut akan biaya yang membebani.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji lebih
dalam terkait hak paten di Indonesia, termasuk konsep dasar hak paten, prosedur pendaftaran
paten, serta manfaat yang diperoleh dari perlindungan paten. Di samping itu, penelitian ini juga
akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh para inovator dalam mengakses
dan memanfaatkan sistem paten di Indonesia, seperti masalah birokrasi, biaya, dan penegakan
hukum. Penelitian ini juga akan menawarkan solusi-solusi yang dapat diusulkan untuk
memperbaiki dan mempercepat proses implementasi hak paten di Indonesia, agar sistem paten
dapat lebih efektif dalam mendukung ekosistem inovasi di Indonesia.

Fokus utama dari penelitian ini ialah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam
terkait pentingnya hak paten sebagai alat perlindungan inovasi yang berkelanjutan dan
merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi berbasis
pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dengan memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem
paten, diharapkan Indonesia dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi inovasi dan
meningkatkan daya saing globalnya, sekaligus melindungi hasil karya para inovator dan pencipta
di tanah air.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang
memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi hak paten di
Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi dan analisis berbagai
faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem paten di Indonesia, serta membandingkannya dengan
negara-negara lain yang memiliki sistem perlindungan paten yang lebih maju. Data yang
dipergunakan di penelitian ini bersifat sekunder, yang didapatkan melalui studi literatur dari beragam
sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, laporan organisasi
internasional, serta studi kasus tentang implementasi hak paten di Indonesia dan negara lain. Selain
itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan inovator, akademisi, dan pelaku usaha untuk
menggali perspektif langsung mengenai tantangan dan manfaat yang mereka hadapi dalam
pendaftaran serta perlindungan hak paten.

Pendekatan komparatif digunakan dalam analisis data untuk memahami dan membandingkan
prosedur pendaftaran paten di Indonesia dengan negara-negara yang lebih maju dalam hal
perlindungan paten, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Perbandingan ini dilakukan untuk
mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem paten di Indonesia, serta mencari solusi yang bisa
diterapkan di Indonesia untuk memperbaiki sistem yang ada. Di samping itu, penelitian ini juga akan
mengevaluasi efektivitas kebijakan paten yang diterapkan di Indonesia, dengan mempertimbangkan
faktor-faktor misalnya birokrasi yang panjang, biaya pendaftaran yang tinggi, dan lemahnya
penegakan hukum terhadap pelanggaran paten. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami
pandangan inovator tentang manfaat dan kendala yang mereka hadapi dalam mengakses sistem
paten, serta mencari cara untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya hak paten.

Melalui studi komparatif dan analisis kebijakan, penelitian ini diharapkan bisa memberikan
wawasan yang lebih dalam terkait pengembangan sistem paten di Indonesia, serta menawarkan
rekomendasi kebijakan yang dapat membantu mengatasi kendala yang ada. Penelitian ini juga
memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran pemerintah, lembaga
internasional, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi inovasi
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serta perlindungan hak paten di Indonesia. Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa
memberikan kontribusi untuk pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi, serta
menciptakan sistem perlindungan paten yang lebih efisien dan efektif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep dan Prosedur Pendaftaran Hak Paten

Hak paten ialah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penemu atau pemegang
hak paten untuk mengontrol penggunaan invensinya selama jangka waktu tertentu, biasanya 20
tahun. Paten hanya diberikan untuk invensi yang memenuhi tiga kriteria utama: kebaruan, langkah
inventif, dan aplikasi industri. Invensi harus bersifat baru, artinya tidak ada pengetahuan atau
teknologi yang sama sebelumnya; harus mengandung langkah inventif, yakni mempunyai tingkat
kreativitas yang cukup untuk tidak dianggap sebagai hal yang biasa; dan harus dapat diterapkan
dalam industri atau memiliki nilai praktis yang dapat digunakan dalam produksi atau proses industri.

Di Indonesia, pendaftaran hak paten dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (DJKI), yang adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan hak
kekayaan intelektual di negara ini. Proses pendaftaran paten dimulai dengan pengajuan permohonan
yang harus melampirkan berbagai dokumen pendukung, seperti spesifikasi paten yang menjelaskan
secara rinci tentang invensi, gambar teknis (jika diperlukan), serta abstrak invensi. Dokumen-
dokumen tersebut harus menggambarkan dengan jelas cara kerja dan keunggulan invensi yang
diajukan agar dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.

Setelah pengajuan, tahap pertama adalah pemeriksaan administratif, yang memiliki tujuan
untuk memastikan bahwasanya semua dokumen yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Jika dokumen telah dinyatakan lengkap, permohonan akan diumumkan
secara terbuka dalam bentuk publikasi, memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan
keberatan atau klaim terhadap paten yang diajukan, misalnya jika ada kekhawatiran bahwa invensi
yang diajukan bukanlah hal yang baru atau tidak memenuhi persyaratan paten.

Setelah tahap publikasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif, yang merupakan proses
inti untuk mengevaluasi apakah invensi tersebut benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
undang-undang paten. Pemeriksaan substantif ini mencakup penilaian terhadap kebaruan invensi,
apakah invensi tersebut mengandung langkah inventif, serta apakah invensi tersebut bisa diterapkan
secara industri. Jika invensi dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, dengan demikian hak paten
akan diberikan kepada pemohon dengan masa berlaku selama 20 tahun.

Untuk mempertahankan hak paten, pemegang paten harus membayar biaya tahunan untuk
pemeliharaan hak tersebut. Jika biaya tahunan tidak dibayar, maka hak paten dapat dicabut, dan
invensi tersebut akan kembali menjadi milik publik tanpa perlindungan eksklusif. Oleh karena itu,
pembayaran tahunan menjadi bagian penting dalam menjaga keabsahan hak paten yang telah
diberikan.

2. Manfaat Hak Paten

Perlindungan hak paten memberi beragam manfaat baik pada tingkat individu maupun industri.
Salah satu manfaat utama dari hak paten adalah memberikan insentif bagi penemu untuk terus
berinovasi. Dengan adanya hak paten, penemu memiliki kontrol eksklusif terhadap penggunaan
invensinya, yang memungkinkan mereka untuk memonetisasi penemuan mereka baik melalui lisensi,
kerjasama teknologi, atau komersialisasi invensi tersebut. Keuntungan ekonomi ini sangat penting,
baik bagi individu maupun bagi perusahaan yang ingin mengembangkan produk baru berbasis
teknologi.

Bagi industri, perlindungan hak paten juga berfungsi untuk meningkatkan daya saing. Dengan
adanya hak paten, perusahaan bisa mencegah pihak lain mempergunakan teknologi mereka tanpa
izin, yang mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D).
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Hal ini tidak hanya meningkatkan inovasi, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk menciptakan
produk unggulan yang sulit ditiru oleh pesaing, sehingga memperkuat posisi mereka di pasar.

Selain itu, paten juga dapat menjadi sumber pendapatan melalui lisensi dan transfer teknologi,
yang memungkinkan perusahaan atau individu untuk mendapatkan royalti dari penggunaan invensi
oleh pihak lain. Dalam skala yang lebih luas, hak paten menjadi komponen penting dalam ekonomi
berbasis pengetahuan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja,
dan peningkatan daya saing global. Negara-negara yang memiliki sistem paten yang kuat cenderung
lebih maju dalam hal inovasi dan teknologi, sehingga paten tidak hanya berfungsi untuk melindungi
penemu, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi.

3. Tantangan Implementasi Hak Paten di Indonesia

Meskipun sistem paten di Indonesia sudah mengalami perkembangan, implementasinya masih
menghadapi beragam tantangan yang signifikan. Satu di antara tantangan utama ialah kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak paten. Banyak pelaku usaha, peneliti, dan inovator
yang belum memahami betul bagaimana hak paten dapat melindungi hasil karya mereka dan
memberikan keuntungan ekonomi. Beberapa pihak bahkan merasa bahwa pendaftaran paten
dianggap sebagai langkah yang rumit dan memakan waktu, sehingga mereka lebih memilih untuk
mengabaikan perlindungan tersebut.

Selain itu, proses pendaftaran paten yang kompleks dan panjang juga menjadi kendala.
Birokrasi yang masih dianggap rumit dan tidak efisien sering kali membuat inovator enggan untuk
mendaftarkan invensi mereka. Proses yang memerlukan waktu yang lama, dari pengajuan
permohonan hingga penerbitan paten, sering kali membuat banyak penemu merasa bahwa
pendaftaran paten tidak sebanding dengan upaya yang dikeluarkan. Selain itu, biaya pendaftaran dan
pemeliharaan paten yang relatif tinggi menjadi beban tambahan, tertuama bagi Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) yang memiliki keterbatasan finansial. Hal ini menyebabkan banyak inovator yang
kesulitan untuk melindungi invensi mereka secara resmi.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran paten di Indonesia masih sangat lemah.
Banyak kasus pelanggaran paten yang tidak ditindak secara tegas, dan proses penyelesaian sengketa
paten di pengadilan sering kali memakan waktu lama dan biaya tinggi. Akibatnya, pelanggaran hak
paten sering kali dibiarkan, yang berujung pada rendahnya kepatuhan terhadap perlindungan paten di
Indonesia. Hal ini mengurangi efektivitas sistem paten dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi
pemegang paten.

4. Strategi Penguatan Sistem Paten di Indonesia

Untuk mengatasi tantangan yang ada, beberapa strategi perlu diterapkan guna memperkuat
sistem paten di Indonesia. Satu di antara langkah penting ialah dengan menyederhanakan proses
pendaftaran paten. Pemerintah dapat melakukan upaya untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-
belit, mempercepat prosedur pendaftaran, dan meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan
proses. Dengan demikian, inovator akan merasa lebih didorong untuk mendaftarkan invensi mereka
tanpa terkendala oleh proses yang terlalu rumit.

Pemerintah juga dapat memberikan subsidi dan insentif finansial bagi para inovator lokal,
terutama UKM dan individu, yang ingin mengajukan permohonan paten. Subsidi ini dapat mencakup
pengurangan biaya pendaftaran, insentif pajak, atau bantuan dalam bentuk pelatihan mengenai
prosedur pendaftaran paten, agar mereka lebih mudah mengakses sistem perlindungan paten yang
ada.

Selain itu, peningkatan penegakan hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa
pelanggaran paten dapat ditindak dengan tegas dan cepat. Pengawasan yang lebih ketat terhadap
pelanggaran paten serta pembentukan lembaga yang khusus menangani sengketa paten dapat
memberikan kepastian hukum bagi pemegang paten. Penegakan hukum yang efektif juga dapat
meningkatkan kepatuhan terhadap sistem paten di Indonesia.
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Terakhir, perlu ada sinergi yang lebih kuat antara perguruan tinggi dan sektor industri.
Kolaborasi antara akademisi dan dunia usaha sangat penting untuk mendorong lebih banyak inovasi
komersial yang berbasis pada penelitian dan teknologi. Dengan dukungan yang lebih besar dari
sektor industri, penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi dapat langsung diimplementasikan
dalam bentuk produk atau teknologi baru yang dapat dipatenkan dan dipasarkan, sehingga
menciptakan ekosistem yang lebih dinamis dan inovatif.

KESIMPULAN

Hak paten adalah instrumen penting dalam mendukung inovasi dan perkembangan industri
berbasis teknologi. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur hak paten,
implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti birokrasi yang panjang, biaya
pendaftaran yang tinggi, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran paten. Dengan
demikian, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas sistem paten agar dapat
memberikan manfaat optimal bagi inovator dan industri di Indonesia.
Saran

Pemerintah perlu menyederhanakan proses pendaftaran paten dengan mengurangi
kompleksitas administrasi dan mempercepat prosedurnya. Selain itu, penyediaan subsidi dan insentif
finansial bagi UKM serta individu inovator dapat mendorong lebih banyak pihak untuk
mendaftarkan paten mereka. Peningkatan kesadaran hukum melalui kampanye edukasi juga
diperlukan agar masyarakat dan industri lebih memahami pentingnya hak paten. Selain itu,
penguatan penegakan hukum sangat penting untuk menangani pelanggaran paten dengan lebih
efektif, sehingga inovator mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Kolaborasi antara akademisi
dan industri juga perlu diperkuat untuk mengoptimalkan hasil riset yang dapat dipatenkan. Evaluasi
dan revisi regulasi harus dilakukan secara berkala agar perlindungan paten di Indonesia tetap relevan
dengan perkembangan global. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan sistem perlindungan
paten di Indonesia dapat lebih efektif dan berkontribusi dalam meningkatkan inovasi serta daya saing
nasional.
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